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BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 SINKRONISASI PROGRAM PUSAT DAN DAERAH

1.5.1. Sinkronisasi Program Kabupaten dengan Prioritas Nasional

Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar

fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah, penyusunan RKPD

Kabupaten Ngada Tahun 2025 telah memperhatikan prioritas dan sasaran

pembangunan Nasional Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam RKP

Tahun 2025.
Tabel 5.1 Sikronisasi Program Kabupaten Dengan Prioritas Nasional
Tahun 2025
Prioritas Target . Nama Sub
Nasional Ngada Nama OPD Nama Program \EINERGEEIE])] Kegiatan
Optimalisasi
Pelaksanaan
Pengelolaan
Pengentasan Data Fakir
Kemiskinan PROGRAM Miskin Fasilitasi
dan 11.59 DINAS PERLINDUNGAN Cakupan Bantuan Sosial
Penghapusan 22 | sosIAL DAN JAMINAN P Kesejahteraan
- Daerah
Kemiskinan SOSIAL Keluarga
Kabupaten/Ko
Ekstrem ( ta
Tingkat
Kemiskinan)
Optimalisasi
Pelaksanaan
Pengelolaan
Pengentasan Data Fakir Pengelolaan
Kemiskinan PROGRAM Miskin Data Fakir
dan 11.59 DINAS PERLINDUNGAN Cakupan Miskin
Penghapusan ' SOSIAL DAN JAMINAN P Cakupan
. Daerah
Kemiskinan SOSIAL Kabupaten/Ko Daerah
Ekstrem ( P Kabupaten/Kot
. ta
Tingkat
Kemiskinan)

70



PERUBAHAN RKPD | TAHUN 2025

Prioritas Target . Nama Sub
Nasional Ngada Nama OPD Nama Program \EINERGEEIE]] Kegiatan
Pelaksanaan
Optimalisasi Pengadaan,
Pengelolaan,
Pelaksanaan
Pengentasan Penanganan dan Penyaluran
Kemiskinan DINAS PROGRAM Kerawanan Cadangan
PERTANIAN Pangan pada
dan PENANGANAN Pangan
11.59 | DAN Kerawanan
Penghapusan KERAWANAN Kewenangan
Kemiskinan KETAHANA PANGAN Kabupaten/Ko Pangan yang
N PANGAN P Mencakup
Ekstrem ( ta
. dalam 1 (satu)
Tingkat
Kemiskinan) Daerah
Kabupaten/Kot
a
P lol
sg‘ierlfi?n Pengelolaan
Sekolah PROGRAM Miskin Data Fakir
Rakyat ( 11.59 DINAS PERLINDUNGAN Cakuban Miskin
Tingkat ' SOSIAL DAN JAMINAN P Cakupan
) Daerah
Kemiskinan) SOSIAL Daerah
Kabupaten/Ko
ta Kabupaten/Kot
Pembinaan
dan
o | P
PEMBINAAN DAN e P
PENGAWASAN Fasilitasi
dan/atau
Sekolah TERHADAP IZIN Kegiatan van Pemenuhan
Ryt DINAS LINGKUNGAN 8 Iziny & | Ketentuan dan
Tin ykat 11.59 | LINGKUNG DAN IZIN Linekunean Kewajiban Izin
giat ANHIDUP | PERLINDUNGAN GEENE Lingkungan
Kemiskinan) dan lIzin PPLH .
DAN Diterbitkan dan/atau Izin
PENGELOLAAN oleh PPLH
LINGKUNGAN Pemerintah
HIDUP (PPLH
( ) Daerah
Kabupaten/Ko
ta
Sekolah E[I-:NKQFS{JAAN PROGRAM Koordinasi dan Koordinasi
Rakyat ( PENYELENGGARA Sinkronisasi Pelaksanaan
. 11.59 | UMUM,
Tingkat AN PENATAAN Pemanfaatan Penataan
Kemiskinan) PERUMAHA RUANG Ruang Daerah Ruan
N RAKYAT & &
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Prioritas Target . Nama Sub
Nasional Ngada Nama OPD Nama Program \EINERGEEIE]] Kegiatan
DAN Kabupaten/Ko
PERTANAH ta
AN
DINAS Pembdaanngunan
PEKERJAAN
Pembanguna UMUI\jI Rehabilitasi Rehabilitasi
n 3 Juta PERUM'AHA PROGRAM Rumah Korban Rumah bagi
Rumah ( 11.59 N RAKYAT PENGEMBANGAN | Bencana atau Korban 8
Tingkat PERUMAHAN Relokasi
Kemiskinan) DAN Program Bencana
PERTANAH Kabu iten/Ko
AN P
ta
DINAS eningkatan
Pembanguna EiEEF&AAN PROGRAM é(auv?/!z;

n 3 Juta PERUM'AHA PERUMAHAN Permukiman Perbaikan
Rumah ( 11.59 DAN KAWASAN Rumah Tidak
. N RAKYAT Kumuh dengan )

Tingkat PERMUKIMAN . Layak Huni
Kemiskinan) DAN KUMUH Luas di Bawah
PERTANAH 10 (Sepuluh)
AN Ha
Penyelenggara
an Penerbitan
Persetujuan
Penyelenggara Bangunan
an Bangunan | Gedung (PBG),
Gedung di Sertifikat Laik
DINAS Wilayah Fungsi (SLF?,
Daerah Surat Bukti
PEKERJAAN -
Pembanguna Kabupaten/Ko Kepemilikan
UMUM, Program .
n 3 Juta ta, Pemberian Bangunan
PERUMAHA Penataan .
Rumah ( 11.59 Izin Gedung
. N RAKYAT Bangunan .
Tingkat Mendirikan (SBKBG),
) DAN Gedung )
Kemiskinan) Bangunan Rencana Teknis
PERTANAH
AN (IMB) dan Pembongkaran
Sertifikat Laik Bangunan
Fungsi Gedung (RTB),
Bangunan Tim Profesi
Gedung Ahli (TPA), Tim
Penilai Teknis
(TPT), Penilik,
dan Pendataan
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Prioritas
Nasional

Target

Nama OPD

Nama Program
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Nama Kegiatan

Nama Sub

Ngada

Kegiatan

Bangunan
Gedung
melalui SIMBG

DINAS

Peningkatan
Kapasitas dan

:E”Pian‘;atﬁﬁﬂa PERTANIAN PROGRAM Pelaksanaan Kel;;gisg'aan
Pertanian 82,2 | DAN PENYULUHAN PenyMuhan Penyuluhan
(Skor PPH) KETAHANA PERTANIAN Pertanian Pertanian di
N PANGAN
Kecamatan dan
Desa
Pembangunan,
PROGRAM Rehabilitasi
Pendayaguna DINAS PENYEDIAAN dan
PERTANIAN Pembangunan .
an Penyuluh 827 | DAN DAN Prasarana Pemeliharaan
Pertanian ’ KETAHANA PENGEMBANGAN Pertanian Balai Penyuluh
(Skor PPH) N PANGAN PRASARANA di Kecamatan
PERTANIAN serta Sarana
Pendukungnya
Pengelolaan
Penangkapan
lkan di
Wilayah
Sungai, Danau, Penyediaan
Pendayaguna DINAS PROGRAM Waduk, Rawa, Prasarana
an Penyuluh 87 2 KELAUTAN PENGELOLAAN dan Genangan Usaha
Pertanian ’ DAN PERIKANAN Air Lainnya Perikanan
(Skor PPH) PERIKANAN TANGKAP yang Dapat
. Tangkap
Diusahakan
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/
Kota
Pelaksanaan
Pendayaguna DINAS PROGRAM Pemberdayaan Periakjclel:fjllan
an Penyuluh 82 2 KELAUTAN PENGELOLAAN Nelayan Kecil dan
Pertanian ’ DAN PERIKANAN dalam Daerah Pengembangan
(Skor PPH) PERIKANAN TANGKAP Kabupaten/Ko
ta Kelembagaan
Nelayan Kecil
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Prioritas Target . Nama Sub
Nasional Ngada Nama OPD Nama Program \EINERGEEIE]] Kegiatan
Penyediaan
Pencegahan PROGRAM Layanan
o 8 PEMENUHAN Kesehatan
Percenatan UPAYA untuk UKM Pengelolaan
Penurrl)man 79 46 DINAS KESEHATAN dan UKP Pelayanan
Stunting ( ’ KESEHATAN PERORANGAN Rujukan Kesehatan Gizi
ol Hagra I DAN UPAYA Tingkat Masyarakat
Hidup) P KESEHATAN Daerah
P MASYARAKAT | Kabupaten/Ko
ta
Penyediaan
Pencegahan PROGRAM Layanan
dan g PEMENUHAN Kesehatan
UPAYA untuk UKM Pengelolaan
Percepatan
Penurunan 72 46 DINAS KESEHATAN dan UKP upaya
Stunting | ’ KESEHATAN PERORANGAN Rujukan kesehatan Ibu
ol Hafa o DAN UPAYA Tingkat dan Anak
Hidu) P KESEHATAN Daerah
P MASYARAKAT | Kabupaten/Ko
ta
Pengelolaan
DINAS dan
P h PROGRAM
enceganan PEKERJAAN 06 Pengembanga | Pembangunan
dan PENGELOLAAN . .
Percepatan UMUM, DAN n Sistem Sistem
Penurunan 72,46 PERUMAHA PENGEMBANGAN Penyefjlaan Air Pe.nyedlaan Air
. N RAKYAT Minum Minum (SPAM)
Stunting | DAN SISTEM (SPAM) di Jaringan
Usia Harapan PENYEDIAAN AIR .g
Hidup) PERTANAH MINUM Daerah Perpipaan
P AN Kabupaten/Ko
ta
Pelaksanaan Pemantauan
dan Data dan
Pencegahan PROGRAM Peningkatan Informasi
dan DINAS PEMBERDAYAAN Peran Serta Keluarga
Percepatan PENGENDA Organisasi Berisiko
DAN .
Penurunan 72,46 | LIAN Kemasyarakat Stunting
. PENINGKATAN .
Stunting ( PENDUDUK an Tingkat (Termasuk
. KELUARGA .
Usia Harapan DAN KAB SEJAHTERA (KS) Daerah remaja Calon
Hidup) Kabupaten/ | Pengantin/Calo
Kota dalam n PUS, Ibu
Pembangunan Hamil, Pasca
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Prioritas
Nasional

Target

Nama OPD

Nama Program
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Nama Kegiatan

Nama Sub

Ngada

Kegiatan

Keluarga salin/kelahiran,
Melalui Baduta/Balita)
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Penyediaan
PROGRAM Layanan
Pemeriksaan PEMENUHAN Kesehatan
Kesehatan UPAYA untuk UKM Penge.lolaan
Gratis (Usia 72,46 DINAS KESEHATAN dah UKP Jaminan
Harapan KESEHATAN PERORANGAN Rujukan Kesehatan
Hidup) DAN UPAYA Tingkat Masyarakat
KESEHATAN Daerah
MASYARAKAT Kabupaten/Ko
ta
Penyediaan
PROGRAM Layanan
Pemeriksaan PEMENUHAN Kesehatan Pelayanan
Kesehatan UPAYA untuk UKM Kesehatan
Gratis (Usia | 72,46 | DINAS KESEHATAN dan UKP Penyakit
Harapan KESEHATAN PERORANGAN RL.JJukan Menular dan
Hidup) DAN UPAYA Tingkat Tidak Menular
KESEHATAN Daerah
MASYARAKAT Kabupaten/Ko
ta
Penyediaan
PROGRAM Layanan
Jaminan PEMENUHAN Kesehatan
Kesehatan UPAYA untuk UKM Penge.lolaan
Nasional (Usia | 72,46 DINAS KESEHATAN dar'1 UKP Jaminan
Harapan KESEHATAN PERORANGAN Rujukan Kesehatan
Hidup) DAN UPAYA Tingkat Masyarakat
KESEHATAN Daerah
MASYARAKAT Kabupaten/Ko
ta
Penuntasan PROGRAM Penyediaan Pengelolaan
Tuberkulosis DINAS PEMENUHAN Layanan Pelayanan
(TBC) (Usia 72,46 KESEHATAN UPAYA Kesehatan Kesehatan
harapan KESEHATAN untuk UKM Orang Terduga
hidup) PERORANGAN dan UKP Tuberkulosis
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:2;2:?:' Lagl;g:: Nama OPD Nama Program Nama Kegiatan I\Il(aer;z;unb
DAN UPAYA Rujukan
KESEHATAN Tingkat
MASYARAKAT Daerah
Kabupaten/Ko
ta
Pengelolaan
Penuntasan Data Fakir e
Tuberkulosis PROGRAM Miskin Fasilitasi .
(TBC) (Usia 72 46 DINAS PERLINDUNGAN Cakupan BantL.Jan Sosial
’ SOSIAL DAN JAMINAN Kesejahteraan
harapan SOSIAL Daerah Keluarga
hidup) Kabupaten/Ko
ta
Penyediaan
Pembanguna PROGRAM Fasilitas
n Rumah Sakit PEMENUHAN Pelayanan Pembangunan
Lengkap UPAYA Kesehatan Rumah Sakit
Berkualitas di 79 46 DINAS KESEHATAN untuk UKM beserta Sarana
Kabupaten/Ko ’ KESEHATAN PERORANGAN dan UKP dan Prasarana
ta (Usia DAN UPAYA Kewenangan Pendukungnya
Harapan KESEHATAN Daerah
Hidup) MASYARAKAT Kabupaten/Ko
ta
DINAS
PEKERJAAN
UMUM,
MBG ( Indeks PERUMAHA PROGRAM Penyelenggara | o cliharaan
pendidikan) | %% | NRrakyar | PENYELENGGARA |~ anJalan Rutin Jalan
AN JALAN Kabupaten/Ko
DAN
PERTANAH ta
AN
Penyediaan
Pelaksanaan P:s;?iZn
I?IIEI\RI"I}\ZNIAN PROGRAM Psgag;v;/:;n keamanan dan
MBG ( Indeks PENGAWASAN mutu pangan
o 0,649 | DAN Pangan Segar
Pendidikan) KEAMANAN segar asal
KETAHANA PANGAN Daerah tumbuhan
N PANGAN Kabupaten/Ko
ta Daerah
Kabupaten/Kot

a
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:2;2:?:' Lagl;g:: Nama OPD Nama Program Nama Kegiatan I\Il(aer;z;unb
Peletarian
lingkungan
dan Penanganan
Pengelolaan DINAS PROGRAM Pengelolaan sampah
sampah ( 78,78 | LINGKUNG PENGELOLAAN sampah melalui
Indeks AN HIDUP PERSAMPAHAN
. pengangkutan
Kualitas
Lingkungabn
hidup)
Koordinasi,
Sinkronisasi,
Peletarian Pencegahan dan
lingkungan PROGRAM Pelaksanaan
Pencemaran
dan PENGENDALIAN dan/atau Pencegahan
Pengelolaan DINAS PENCEMARAN Kerusakan Pencemaran
sampah ( 78.78 | LINGKUNG DAN/ATAU Lingkungan Lingkungan
Indeks AN HIDUP KERUSAKAN Hidup Hidup
Kualitas LINGKUNGAN Kabupaten/Ko Dilaksanakan
Lingkungabn HIDUP ta Terhadap
hidup) Media Tanah,
Air, Udara, dan
Laut

1.5.2. Sinkronisasi Program Kabupaten dengan Prioritas Privinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi

pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah, penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten

Ngada Tahun 2025 telah memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi

Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, dapat dilihat pada

tabel 5.2 di bawah ini.
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